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Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti
Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. Pemilihan tema tersebut tersebut dilatar
belakangi oleh karena pembangunan hukum yang merupakan salah satu cara guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, tidak hanya harus dilakukan terhadap hukum materiil saja tetapi juga
hukum formal dalam hal ini hukum acara pidana. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
yang telah menyebabkan semakin berkembang pula transaksi modern melalui media elektronik,
belum diikuti oleh perkembangan hukum terutama hukum formal yang dapat mengikuti
percepatan perkembangan implementasi teknologi tersebut. Sehubungan dengan kemajuan
teknologi  komunikasi, informasi, dan komputer, tentunya tidak dapat dipungkiri telah
menimbulkan tatanan sosial dan sisitem nilai yang baru. Alat bukti yang di akui oleh KUHAP
tentunya juga mengakibatkan alat bukti digital atau elektronik sulit untuk diterima serta
membuktikan kesalahan terdakwa dengan alasan bahwa alat bukti digital atau elektronik tersebut
tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sehingga dengan melihat
kondisi pengaturan alat bukti elektronik di Indonesia, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial
karena alat bukti elektronik hanya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam tindak
pidana tertentu. Yang dimaksud alat bukti elektronik disini informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur
dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik.Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti
elektronik (digital evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen
elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Dokumen
elektronik apakah yang dapat di kualifikasikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana di
Indonesia? (2) Bagaiaman peran dokumen elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana di
Indonesia?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative
approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa dan menguraikan data
dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca, diberi arti atau di
interpretasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik kesimpulan yang diuraikan baik
secara deduktif maupun induktif. Setelah penarikan kesimpulan maka selanjutnya bahan hukum
dapat digambarkan dengan jelas dalam bentuk deskriptif mengenai, Peran dokumen elektronik
sebagai alat bukti pada sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia sehingga dapat diperoleh
gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan dan penyelesaian dari penelitian ini.
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Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan
yang ada yaitu deengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru
mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE
ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan
bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara
yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan
alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat
digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi
dan menanggulangi maraknya cybercrime saat ini, terutama dalam proses penegakan
hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan
hukum acara pidana pada perkara-perkara cybercrime. Suatu dokumen elektronik menjadi akurat
dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem
elektronik yang akurat dan terpercaya pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik
haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya
keberadaannya. Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga
menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai
karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena
bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan
mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.
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SUMMARY
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THE ROLE OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS EVIDENCE IN THE SYSTEM OF
EVIDENCE IN INDONESIA CRIME, Dr. Bambang Sudjito, SH, MH, Faizin Sulistio, SH,
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In this thesis, the author raises the issue of the Electronic Document Systems As Evidence In
Criminal Evidence Act Indonesia. The selection of the theme of the background by the law
because the development is one way to realize the welfare of the community, not only to be
made to the substantive law, but also the formal law in this case the law of criminal procedure.
Advancement of information and communication technology has led to growing too modern
transactions through electronic media, has not been followed by the development of formal laws,
especially laws that can follow the acceleration of the development of the technology
implementation. In connection with the advancement of communication technology, information,
and computers, of course, there is no doubt has given rise to the social order and sisitem new
value. Evidence recognized by the Criminal Procedure Code would also result in a digital or
electronic evidence is difficult to be accepted and prove the guilt of the accused on the grounds
that the digital or electronic evidence is not regulated in Law No. 8 of 1981 (Criminal Code), so
that by looking at the condition of setting electronic evidence in Indonesia, its electronic
evidence is still partially because electronic evidence can only be used as evidence in certain
criminal acts. The definition of electronic evidence here of electronic information and / or
electronic documents that meet the requirements of the formal and material requirements
stipulated in Law No. 11 Year 2008 on information and electronic transactions and electronic
documents elektronik.Informasi the evidence that will be electronic (digital evidence). While
print outs of electronic information and electronic documents will be documentary evidence.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) whether an electronic
document that can be in kualifikasikan as evidence in a criminal offense in Indonesia? (2) How
can the role of the electronic document verification system criminal offense in Indonesia?

Then the writing of this paper uses the method of normative juridical approach legislation (statue
approach) and the comparative approach (comparative approach). Primary legal materials,
secondary, and tertiary authors obtained will be analyzed using qualitative analysis techniques to
analyze and decipher the data in the form of the sentence is good and right, making it easy to
read, interpreted or given meaning. From the data analysis it can be concluded that described
either deductively or inductively. After the conclusion of the subsequent with drawal of legal
materials can be described clearly in the form of descriptive, role of electronic documents as
evidence in proving a criminal offense system in Indonesia so as to obtain a comprehensive
picture of the problems and the completion of this research.

From the results of research by the above method, the authors obtained answers to existing
problems, namely the enactment of the ITE Law and then there is a new arrangement of the
pieces of evidence in electronic documents. Under the provisions of Article 5, paragraph 1 of
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Law ITE determined that the electronic information and / or electronic documents and / or prints
with a valid legal evidence. Furthermore, in Article 5, paragraph 2 of Law ITE determined that
the electronic information or electronic documents and / or print the results referred to in
paragraph 1 is an expansion of legal evidence and in accordance with the law applicable in
Indonesia. Thus, that the ITE Law has determined that the electronic documents and / or the
printout is a valid evidence and an expansion of legal evidence in accordance with the procedural
law has been in force in Indonesia, so it can be used as evidence in court. The presence of Act
No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions is little progress in addressing and
tackling rampant cybercrime today, especially in the law enforcement process / process
beracaranya. Article 5 paragraph (1) and (2) of Law Number 11 Year 2008 on Information and
Electronic Transactions has been providing solutions to the little emptiness of criminal
procedural law on cybercrime cases. An electronic document to be accurate and reliable when
used in the operating system released by an electronic system that is accurate and reliable as
well. In the implementation of an electronic system to be certified so that electronic documents
issued from it can be trusted existence. Proof of evidence in the form of an electronic document
is also related to aspects of validity are used as evidence, because electronic evidence has special
characteristics compared to non-electronic evidence, because of the special characteristics which
are stored in electronic media, besides that electronic evidence can easily be engineered so often
doubtful validity.
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